PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1l

SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1I SURABAYA

NOMOR 25 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KELUARGA SEJAHTERA DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka meningkatkaan pelayanan
kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-
tugas pemerintahan di bidang keluarga
sejahtera/keluarga berencana, dipandang perlu
mengubah status Organisasi Kantor Badan
Koordinasi Keluarga Rerencana Nasional
Kotamadya Surabaya sebagai Perangkat Wilayah
menjadi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas
Daerah Tingkat II ;

bahwa dalam rangka melaksanakan meksud dalam
konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk
menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi
Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava,
dipandang perlu menetapkan Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Dinas Keluarga
Sejahtera Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya, dengan menuangkan kedalam suatu
Peraturan Daerah ;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyvakarta yvang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Berencana ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
titik berat pada Daerah Tingkat II ;



6. Peraturan Pemerintah Nomcor 21 Tahun 1994
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga
Sejahtera ;

7. Peraturaaan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994
tentang Pengelolan Perkembangan Kependudukan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1892 tentang Padoman Organisasi Dinas Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubhahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah ;

11. Kesputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun
1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada
Kabupaten/Kotamadyva Daerah Tingkat II ;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II.

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah
dan Sekratariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadva Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN. ORGANISBASI DAN
TATAKERJA DINAS KELUARGA SEJAHTERA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemaerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Walikotamadya Kapala Daerah, adalah
Walikotamadya Kepala Daerah  Tingkat 11
Surabaya ;



¢. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

d. Dinas Keluarga Sejahtera Daerah, adalah Dinas
Keluarga Sejahtera Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat IT Surabaya ;

e. Kepala Dinas, adalah Kepala ©Dinas Keluarga
Sejahtera Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabava.

BAB 11
PEMBERTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas
Keluarga Sejahtera Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I1 Surabaya.

BAR 111
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Keluarga Sejahtera Daerah adalah Unsur
Pelaksana Pemerintah Daerabh di bidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera ;

{2) Dinas Keluarga Sejahtera Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;

{3) Dinas Keluarga Seiahtera Daerah dalam
melaksanakan tugas bherada dibawah
koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya
Daerah.

Pasal 4

Dinas Keluarga Sejahtera Daerah mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga
Daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahtera serta tugas pembantuan yang diberikan
oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam

pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Keluarga
Sejahtera Daerah mempunyai fungsi :



a.

(1)

penvusunan program, pengelolaan dan evaluasi
kegiatan gerakan keluarga hersncana, penetapan
kebijaksanaan operasional pengelolaan gerakan
pembangunan keluarga sejanhtera dan koordinasi
pelaksanaannya, pengembangan dan pemantapan
peran selta masyarakat dan institusil masvarakat
serta penyelenggarasn pelaksanaan kebijaksanaan
kependudukan secara terpadu bersama instansi
terkait

pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan
kepegawaian dan tenaga program gerakan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;

pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan
keuangan gerakan keluarga berencana dan
pembangunan keluarga 3sejahtera ;

pelsksanaan dan pengandalian p2ngelolaan
ketatausahaan gerskan keluarga bersncana dan
pembangunan kelilarga sejahtera ;

pelasksanaan dan pangendalian pengelolaan
supervisi geraxan kelusrgs berencana dan
pembangunan Reluargas sejahtera ;

pelaksanaan dan pengandalian pengelelaan
program kxapendudukan, gerakan keluarga
berencana dan pse nbangunan kaluarga seiahtera
termasuk cperasional kebijaksanaan

kependudukan ;

pelaksanaan dan pengendalian pengolahan data
dan penyebar luasan informasi kependudukan,
gerakan keluarga berencana dan pembangunan
keluarga sejahtera ;

peliaksanaan dan pengendalian pengelolaan
pelatihan dan pengembangan kependudukan,
gerakan keluarga berencana dan pembanguan
keluarga sejahtera ;

BAB iv
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Keluarga Sejahtera
Daaran terd:ri dari:

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha
~ Urusan Kepegawailan dan Tenaga Program :
- Urusan Keuangan dan Sarana
- Urusan Surat-menyurat dan Tatalaksana ;
- Urusan Rumah Tangga dan Protokol



(2)

(1)

(2)

¢. Sub Bagian Supervisi :
- Urusan Supervisi Program ;
- Urusaan Supervisi Ketenagakerjaan dan
Administrasi Umum ;
- Urusan Supervisi Keuangan dan Sarana;

d. Seksi Penyusunan dan Penilaian Program
- Sub Seksi Penviapan Program dan Anggaran ;
- Sub Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
- Sub Seksi Penilaian Program dan
Penyebarluasan Informasi ;

e. Seksi Keluarga Berencana
- Sub Sek=zi Penerangan dan Motivasi ;
- Sub Seksi Pelayanan Kontrasepsi ;
- Sub Seksi Peningkatan Institusi
Masyarskat ;

f. Seksi Keluarga Sejahtera
- Sub Seksi Ketahanan Fisik Keluarga
Sejahtera;
- Sub Seksi Ketahanan Non Fisik Keluarga
Sejahtera ;
- BSub 3Seksi Operasional Kependudukan ;

g. Pengawas Petugas Lapangan Keluarga
Berencana

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga

Sejahtera Daerah adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas

a. memimpin dan melaksanakan ketentuan
gsebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan
pagal 5 Peraturan Daerah ini ;

b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas
Keluarga Sejahtera Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian kedua .........



Bagian Kedua
3ub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

{1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan pengelolaan ketatausahaan gerakan
keluarga berencana dan pembangunan keluarga
sejahtera ;

{2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala 3ub Bagian vang dalam melaksanakan
tugas Dperada di hawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 9
UntuX melaksanakan tugas sebagaimana
tersabut dalam pasal 8 ayat {1) Peraturan Daerah

ini, BSub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengelolaan ketatausahaan gerakan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;

b. pengurusan kepegawaian dan tenaga program
gerakan keluarga berencana <dan pembangunan
keluarga seijantera ;

c. pengurusan keuangan dan sarana gerakan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;

d. pengurusan surat-menyurat dan tatalaksana
gerakan keluArga berencana d4an pembangunan
keluarga sejahtera ;

e. pengurusan rumah tangga dan protokol gerakan
keluarga berencana dan pembangunan Kkeluarga
sejahtera ;

f. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Daerah

Pasal 10

(1) Urusan Kepegawaian dan Tenaga Program
mempunyai tugas melskukan urusan kepegawaian
dan tenaga program gerakan keluarga berencana
dan pembangunan keluarga sejahtera ;

(2} Urusan Keuangan dan Sarana mempunyai tugas
melakukan urusan keuangan dan sarana gerakan
keluarga berencana dan pembangunan keluarga
sejahtera ;

{3) Urusan Surat-menyurat dan Tatalaksana
mempunyai tugas melakukan urusan surat
menyurat dan ketatalaksanaan gerakan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;



{4) Urusan Rumah Tangga dan Protokol mempunyai
tugas melakukan urusan rumah tangga,
inventarisasi dan keprotokolan gerakan
keluarga berencana dan pembangunan keluarga
sejahtera ;

(5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang KXepala
Urusan vang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Supervisi

Pasal 11

(1) Sub Bagian Supervisi mempunyai tugas melakukan
panviapan supervisi gerakan keluarga berencana
dan pembangunan keluarga sejahtera ;

{2) Sub Bagian Supervisi dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian vyang dalam melaksanakan
tugas berada di bawsah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam
pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian
Supervisi mempunyai fungsi

a. pelaksanaan supervisi gerakan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;

b. pengurusan supervisi kaetenagakerjaan dan
administrasi umum gerakan keluarga berencana
dan pembangunan keluargas sejahtera ;

€. pengurusan supervisi ksuangan dan sarana
gerakan kelusrga berencana dan pembangunan
keluarga seiahtera ;

d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Dinas
Pasal 15
(1) Urusan Supervisi Program mempunyai tugas

melakukan urusan supervisi program gerakan
keluarga berencana dan pembangunan keluarga

sejahtera

(2) Urusan Supervisi Ketenagakerjaan dan
Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan
urusan supervisi ketenagakerjaan dan

administrasi umum gerakan keluarga berencana
dan pembangunan keluarga sejahtera ;
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(4)

(2)

Urusan Supervisi Keuangan dan Sarana mempunyai
tugas melakukan urusan supervisi keuangan dan
sarana gerakan keluarga berencana dan
pembangunan keluarga sejahtera ;

Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
urusan yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sub Bagian Supervisi.

Bagian Keempat
Seksi Penyusunan dan
Penilaian Program

Pasal 16
Seksi Penyusunan dan Penilaian Program
mempunyai tugas melakukan penyiapan
pengalolaan penyusunan dan penilaian

pelaksanaan program Rependudukan, gerakan
keluarga berencana dan pembangunan keluarga
sejahtera ;

Seksi Penyusunan dan Penilaian Program
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam pssal 16 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Penyusunan dan Penilaian Program
mempunyal fungsi

a.

penyiapan pengelolaan penyusunan dan penilaian
pelaksanaan program kepencdudukan, gerakan
keluarga Dberencana dan pembangunan keluarga
sejahtera ;

pengurusan penyiapan program dan anggaran
gerakan keluarga berencana dan pembangunan
keluarga sejahtera ;

pengurusan pengumpulan dan pengolahan data dan
pelaporan kependudukan, gerakan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;

pengurusan penilaian pelaksanaan program dan
penyebarluasan informasi kependudukan, gerakan
keluarga berencana dan pembangunan keluarga
sejahtera ;

pelaksanaan tugas lain vang diberikaan oleh
Kepala Dinas .



Pasal 18

{1) Sub 3eksi Penyiapan Program dan Anggaran
mempunvai tugas melakukan urusan penyiapan
program dan anggaran gerakan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;

{(2) Sub Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
mempunvai tugas melakuXan urusan pengumpulan
dan pengolahan data dan pelaporan
kependudukan, gerakan keluarga berencana dan
pembangunan keluarga sejahtera ;

{3) Sub Seksi Penilaian Program dan Penyebarluasan
Informasi mempunvai tugas melakukan penilaian
pelaksanaan program dan penyebarluasan
informasi kependudukan, gerakan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;

(4) Setiap Bub Ss2ksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Penyusunan dan Penilaian Program.

Bagian Kelima
Seksi Keluarga Berencana

Pasal 19

(1) Seksi Keluarga Berencana wmwempunyail tugas
melakukan penyiapan pengelclaan kependudukan
dan gerakan keluarga berencana ;

(2) Seksi Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas
berada di hawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1¢ ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. penyiapan pengelolaan kependudukan dan gerakan
keluarga berencana ;

b. pengurusan penerangan dan motivasi
kependudukan, gerakan keluarga berencana dan
pembangunan keluarga sejahtera ;

¢. pengurusan pelayanan kontrasepsi gerakan
keluarga berencana dan pembangunan keluarga
gejahtera ;

d. pengurusan peningkatan peran serta institusi
magyarakat dalam kependudukan gerakan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
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Pasal 21

{1) Sub Seksi Penerangan dan Motivasi mempunyai
tugas melakukan urusan penerangan dan motivasi
kependudukan, gerakan keluarga berencana dan
pembangunan keluarga sejahtera ;

(2) Sub Seksi Pelayanan Kontrasepsi mempunyai
tugas melakukan urusan pelayanan kontrasepsi
gerakan keluarga berencana dan pembangunan
keluarga sejahtera ;

(3) Sub Seksi peningkatan Institusi Masyarakat
mempunyai tugas melakukan urusan peningkatan
peran serta institusi masyarakat dalam
kependudukan, gerakan keluarga berencana dan
pembangunan keluarga sejahtera ;

(4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi vyang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Seksi Keluarga Berencana.

Bagian Keenam
Seksi Keluarga Sejahtera

Pasal 22
(1) Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas
melakukan penyiapan pengelolaan gerakan
pembangunan keluarga sejahtera termasuk

operasional kebijaksanaan kependudukan;

{2) Seksi Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi vyang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk malaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. penyiapan pengelolaan gerakan pembangunan
keluarga sejahtera nasional termasuk
oparasional kebijaksanaan kependudukan ;

b. pengurusan pengembangan ketahahan fisik
keluarga sejahtera ;

C. pengurusan pengembangan ketahanan non fisik
keluarga sejahtera ;

d. pengurusan program rintisan operasional
kebijaksanaan kependudukan ;
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Pasal 24

(1) Sub Seksi Ketahanan Fisik Keluarga Seijahtera
mempunval tugas melakukan urusan pengembangan
ketahanan fisik keluarga sejahtera ;

{2) Sub Seksi Ketahanan Non Figik Keluarga
Sejahtera mempunyai tugas melakukan urusan
pengsembangan ketahanan non fisik keluarga
sejahtera ;

{(3) S8ub Seksi Operasional XKependudukan mempunyai
tugas melakukan urusan program rintisan
operasional kehkijlaksanaan kependudukan ;

(4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Keluarga Sejahtera.

Bagian Ketujuh
Pengawas Petugas Lapangan
Keluarga Berencana

FPasal 25

(1) Pengawas Fetugas Lapangan Keluarga Berencana
yvang selanjutnya disebut PPLKB adalah
pelaksana koordinasi kegiatan operasional
kependudukan, gerakan keluarga berencana dan
pembangunan keluarga sejahtera nasional di
wilavah FKecamatan vang Kkedudukannya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas ;

{2) PPLKB dapat dibantu oleh heberapa orang Staf
PPLKB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana
{ PLKB )

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Keiompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebadian tugas Dinas Keluarga
Sejahtera Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam
pasal 26 Peraturan Daerah ini, terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional vyang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahliannya ;



(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(2)

-12 -

Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal
ini, dikoordinasikan oleh seorang Tenaga
Fungsional senior vang ditunjuk diantara
tenaga fungsional yang ada 4i lingkungan Dinas
Keluarga Sejahtera Daerah dan bertanggung
jawab Z2pada Kepala Dinas ;

Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat
(1) pasal ini, ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;

Jenis dan Jenjang Jahatan Fungsional tersebut
pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan
Peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB Vi
TATA KERJA
Pasal 28
Kepala Dinasz melaksanakan tugas bardasarkan
kebijaksanaan vang ditetapkan oleh

Walikotamadya Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Xerala Dinas wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal
dan horisontal baik dalam lingkungan

Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi 1lain
sesuai dengan bhidang tugasnya

Kepala Sub Eagian Tata Usaha, para Kepala
Seksi, para Kepzla Urusan dan para Kepala Sub

Seksi waiib menerapkan pringip-prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi sesuai bidang tugas masing-
masing ;

Setiap pimpinan satuan crganisasi dalam
lingkungan Dinas Keluarga Sejahtera Daerah,
wajib memimpin, mengawasi, memberikan
bimbingan dar petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi waiib
mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung 31awalb kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugasnya secars berkala maupun

sewaiktu-waktu diperlukan

Setiap laporan vyang diterima oleh pimpinan
satuan organisasi dari bawahan wajib diolah
dan dipergurnazkan sebagai bhahan penvusunan
laporan lebih larnjut dan dalam rangka
memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
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(3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu
diperlukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;

{4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing
kepada atasan, tembusan laporan harus
disampaikan kepada satuan organisasi yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;

(5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan
satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan
organisagi bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing, mengadakan rapat berkala.

BAR VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 30

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat
persetuijuan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur

(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala
Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
atas usul Kepala Dinas ;

(3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;

(4) Apabila FKepala Dinas berhalangan menjalankan
tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub
Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala
Seksi untuk mewakilinva.

BAB VITX
KEPEGAWATIAN

Pasal 21

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian pada Dinas XKeluarga Sejahtera Daerah
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang herlalu.

BAR IX
PEMBIAYAAK

Pasal 32

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas Dinas Keluarga Sejahtera Daerah
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya ;
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(?2) Dangan tidak mengurangl kKetentuan tersabut
pada ayat (1} pasal inil, kepada Dinas Keluarga
Sejahtera Daerah dapat diberikan bantuan  darid
Pemaerintah  atauy  Pemerintah  Daasrah  Propinsit
Daerah Tingkat T Jawa Timur sesual  ketentuan
peraturan pearandang-undangan yang berlaku.

B8AB X
PENUTUP
Pasal 33

Paraturan Dasral mulail bervlakuy pada tanggal
SHundangkan.

AT SUpava aetlap O g dapat
mengetanul nya meamer i ntahkan pangundangan
Paraturan Daerah ol dengan penempatannya kedalam
L ambaran Daarah - Katamadyva Daerabh  Tingkat 1T
Surabava

Ditetapkan i @ S U R &8 A Y A
Pada tanggal 1?2 MAREY 1997

KARTO SUMOPRANTRO




PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURARAYA
NOMOR 25 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DIRNAS KELUARGA SEJAHTERA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II SURABAYA

I. PERJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan,
Organigsasi dan Tata Kerija Dinas Keluarga Sejahtera Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava.

Peraturan Daerah ini ditetapkan karena adanvya
penyerahan urusan dari Pemerintah di hidang keluarga
berencana kepada Daerah Tingkat IY yang ditetapkan sebagai
Percontohan Otonomi Daarah sebagiamana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomeor 178 Tahun 1996

Dengan bheralihnya keduvdukan ¥antor Badan Koordinasi
Dinas Keluarga Berencana Nasional Kotamadva Surabaya menjadi
Dinas Keluarga Sejahtera Daerah bherdasarkan Peraturan Daerah
ini diharapkan pelayanan kepada masvarakat dan tugas-tugas
pemerintahan dibidang Keluarga Seiahtera / Keluarga
berencana lebih ditingkatkan serta pembinaan karier pegawai
dari unit yang bersangkutan berijalan lancar

I1.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 33 :  Cukup jelas.



BAGAN SUSUNAN ORGANTSASIT
DINAS KELUARGA SEJAHTERA DAERAH

LANPIRAN PERATURAN DAERAH KOTANADYA
DAERAH TINGKAT TT SURABAYA

KOTANADYA DAERAH TINGKAT IT SURARAYA NONOR  : 25 TAHUN 1997
TANGGAL : 12 WARET 1997
KEPALA DINAS
] i
SUB BAGTAN SUB BAGIAN
TATA USAHA SUPERVIST
URUSAN URUSAN
| KEPEGANAIAN & | ||  SUPERVISI
TENAGA PROGRAM PROGRAM
URUSAR URUSAN
| KEusNGan & | supERvIsT
SARANA KETENAGAKERJAAN
5 ADM. UMM
URUSAN URUSAN
| SURAT MENYURAT| L SUPERVISI KEy-
DAN ANGAN & SARANA
TATALAKSANA
URUSAN
| RUNAH TANGGA
L PROTOKOL
L | i
(EL. JABATAN | SEKST PENYUSUNAN & SEXSI SEXST
FUNGSTONAL || PENTLATAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA
} 1 1
| SUB SEXST PENYIAPAN|| | SUB SEKST SUB SEXST
PENYIAPAN PROGRAK PEHERANGAN DAN | [~| KETAHANAN FISIK
DAN ANGGARAN HOTIVAST KELUARGA SEJAHTERA
{SUB SEKST PENGOLAHAN SUR SEXST SUB SEXST
DATA DAN PELAPORAN {| F<  PELAYANAN L KETAHAHAN NON
KONTRASERSI FISIK KELUARGA
SEJAHTERA
SUR SEKST PENTLAIAN SUB SEXST
{ pRoGRAN DAK PENYE- || L{ pENINGKaTAN TNSTI- | L] SUB SEKSI
RARLUASAN THFORMAST TUST NASYARAKAT OPERASTONAL
KEPENDUDUKAN

pPLKEB

TLAN RAKYAT DAERAR
H TINGKAT IT SURABAYA
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ALIKOTANADYA KEPALA DAERAH
“t;§§linsxar 11 SURABAYA
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